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TENTA.!TG

PEMBEITTT'I(AT| TIM OPERATOR PEL/IXSAITA SISTEU II|FT'RMASI
PENGELOLAAI{ PA.IN( NIISDARAAI{ BERilOTOR DAN BEA BALIK T{AMA

NEI{DARAAI{ BERTCrNOR TAHUI| 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVTTSI LA]UPUIYG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari
selrtor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta sebagai upaya
meningkatlan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan
pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap, perlu dikembangkan suatu sistem informasi
pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor w.ara onlire dan terpusat;

b. bahwa berdasarkan Huruf E angka 2 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, disebutkan Pemerintah
Daerah Provinsi menganggarkan pendanaan untuk
mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Tim Pembina
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Tingkat Provinsi;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut
di atas, agar pelaksanaannya dapat be{aian tertib'
terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu
membentuk Tim Operator Pelaksana Sistem Informasi
Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2O24, dan menetapkannya
dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahl.;r, 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda
menjadi Undang-Undang;

Mengingat
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Memperhatikan

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentxrg Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor;

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 31 Tahun 2014;

13. Peraturan Daerah Provinsi t ampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
La.mpung Tahun Anggaran 2024;

14. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 4O Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
la.mpung Nomor 2 Tahun 2oll tentang Pajak Daerah Jenis
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

15. Peraturan Gubemur Iampung Nomor 4l Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
la.mpung Nomor 2 Tahun 2oll tentang Pajak Daerah jenis
Pajak Kendaraan Bermotor;

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubemur la.mpung Nomor 39 Tahun
2023;

17. Peraturan Gubernur la.mpung Nomor 54 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi L^ampung Tahun Anggaran 2024;

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor:
INS/O3/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999 dan Nomor:
6 /IMK.OL4 I 1999 tanggal I I Oktober 1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu
Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor
dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan;
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MEMUTUSKAN

XEPUTUSAN SENRETARIS DAIRAII TENTAI{G
PEMBEIYTI,NAI{ TIU OPERAT'OR PELAIISANA SISTEM
II{FORT,ASI PENGELOLAAI{ PA"'AI( I(EITDARAAIT
BERMOTOR DAIT BEA BALIK I{ATA KEITDARAAN
BERflOTOR TAHIII| 2024.

Membentuk Tim Operator Pelaksana Sistem Informasi
Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2024, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor pada seluruh unit pelayanan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi
I-,ampung; dan

b. melaksanakan piket harian untuk membantu menjawab
pengaduan serta menyelesaikan permasalahan dan
kendala terkait pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di
seluruh unit pelayanan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap di Provinsi l,ampung.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim
yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung dengan susuna-n personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium
setiap orang/bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024
sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman
kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pad,a
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah dengan Kode Rekenin g 5.02.O4.02.0 l.
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala
Badan Pendapatan Daerah provinsi Lampung dengan
berpedoman kepada peraturan perundalg-undangan.

KETUJUH
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KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadal<an
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal - 4- 2024

DARIUINTO

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah lampung di Bandar l,ampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum S€tda Provinsi tampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN
NOMOR : G
TANGGAL:

S DAERAH
/vr.03/HK /2024

20'24

SUSUITAN PERSOICAUA TIU OPERATOR PELAKSAITA SISTEM IITFORMASI
PENGELOLIIAIT PA.IAJi NEITDARAAN BERDIOTOR DAJT BEA BALIK NAMA

XEIVDARAAN BERUOTOR TAIIUIT 2024

I. Ketua

II. Wakil Ketua

lll. Sekretaris

IV. Anggota

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi la.mpung.

Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah
Provinsi l.ampung.

1. Kepala Sub Bidang Telcrologi Informasi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung.

3. Paur STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian
Daerah t ampung.

4. Efrinaldi, S.Pi, M.Si (Analis Pendapatan Daerah
pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan
Daerah Provinsi la.mpung).

5. Hanali, SE, M.Si (Analis Pajak pada Sub Bidang
Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi
l,ampung).

DAERAH,

DARMINTO
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LAMPIRAN II: KEPUTU DAERAH

NOMOR HKl2024
TANGGAL: 2024

SUSUIIIAN PERSOIIALI/A SEKRETARIAT TIM OPERATOR PELIII(SAIIA SISTEM
INFORMASI PEI{GEIOLAAI{ PAJAT KEI{DARAAT BERil( TOR DAIS BEA BALIK

NAUA XETDARAAI| BERUOTOR TAIIUX 2024

I. Ketua Fitria Handayani, SE.,MM (Analis Pendapatan Daerah
pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung).

l. Poulus Hartono, S.Pi (Analis Data dan Informasi pada
Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi La.mpung).

2. Yesika Octarini, S.STP, M.lP (Pengelola Data dan
Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak I Badan
Pendapatan Daerah Provinsi l,ampung).

3. Nursahriyati, S.Kom, M.Si (Analis Pajak pada Sub
Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung).

4. Eko Priadi, S.Kom, MM (Analis Data dan Informasi
pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

5. Achmad Shandy, S.Tr.IP (Pengelola Data pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian).

6. M. Nurdian Sandri, A.Md (Pengelola Data dan
Informasi Perpajalan pada Sub Bidang Pajak I Badan
Pendapatan Daerah Provinsi t ampung).

II. Anggota

ARIS DAERAH,

DARMINTO


